BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR %¢ a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELANGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

Menimbang :

Mengingat

TENGAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TEENGAH,

bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan
menjaniin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada measyarakat, maka pegawai berhak
mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan
fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pembagian Jasa
Pelayanan Badan P:nyelengzara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang DMNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nas onal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Llembaran Negara
Republik Indonesia Vomor 4456);

. Undang-Undang Ncnor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Leambaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2009 Nomor 13C, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Ncmor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara -epublik Indonesia Tahun 2099 Nomor 44
Tambahan lembara:" Negera Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jamr nan Scsial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

. Undang-Undang Noror 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kabupaten Buton T:ngah di Propinsi Sulawesi Tenggara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2014



Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
tenga1 Undang-{ndarig Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PPerubithan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentarg Pemerint: han Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Norior 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi: Nomor 5679);

7. Peraturan Presidenn Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
lesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Ilomor 29) sebagairana telah diubah dengan Peraturan Nomor
29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
I'omor 19 Tahu" 20 .6 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Preside ' Nomwor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
F.eseh:tan (Lembairan Negara Republik Indonesia Tahun 2016
INomor 42);

8. Feratu-an Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Fedoman Pelaksariaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(3erita Negara Repu blik Inconesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. keputitsan Meneri Kesehatan Nomor
€¢03./MENKES/PEI/V/Z2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Frogran Jaminari Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Fepub ik Indonesic. Tahun 2011 Nomor 336).

MEM JTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA

PELA’ANAN BADAN FEMNYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS) DIRUMAL SALIT UMUM DAERAH KABUPATEN

AT TMTO AT ATTIT IAT 7N

SUTCN TENGAH AHUN 2020.

BAE 1
KETENTUANIJMUM

11
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

g m

Daerah adalah Kabupaten Bu:on Tengeh.

Pemerintah Daerch adalah B.pati da1 Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Peinerintahan llaerah.

Bupati adal:h Buyati Buton T: agah.

Sekretaris Caerah adalah Sekietaris aerah Kabupaten Buton Tengah.
Rumah Sak t Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Manajemen, Pejal at Struktural adaleh Kepala RSUD dan Kepala Sub
Bagian /Sel siser a staff diba'sahnva pada Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kab ipate1 Buton Ten jah;

Medis adalah cokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang
merupakan pega vai yang di perkenankan merawat atau melakukan
tindakan medis 41 Rumah akit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten
Buton Tengeh baik defenitif maupun kontrak/honorer;

Dokter spesialis n.ayor adalal. dokter spesialis yang terdiri dari 4 (empat)
besar dokter spesialis penyak t yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis
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kebidanan obgyn), spesialis edah dan spesialis anak;

Dokter residen =dalah dokter umunr dan dokter gigi yang melanjutkan
pendidikan sebaai dokter spasialis can dokter gigi spesialis;

Para Medis ada ah Perawa: dan Bidan yang memberikan pelayanan
kesehatan secara langsung di kurnah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Buto1 Tengah bai< defenitif maupun kontrak/honorer

. Penunjang Keseatan adala1 anclis Kesehatan, Radiografer, Farmasi,

Gizi, rekanm Med's dan Kasi: yang memberikan pelayanan secara tidak
langsung ¢i Runah Sakit Jmura Daerah (RSUD) Kabupaten Buton
Tengah bai < defenitif mauput kon:rak/honorer;

.Staf admiristrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga

tatausaha, staf lceuangan yaig memberikan pelayanan administrasi di
Rumah Sakit Unum Daere 1 (RSUD) Kabupaten Buton Tengah baik
defenitif me upun kontrak/hc iorer:

Penunjang lainn/a adalah trnaga viang memberikan pelayanan secara
tidak langs ing g ina berjalarinya proses pelayanan;

Jasa Medis adalah pendajatar individu yang dihasilkan akibat
pelayanan ‘enagi medis dar bersifat individu, meliputi dokter umum,
dokter spesialis ¢ an dokter gii;

Jasa Para Mecis pendap:tan yang dihasilkan akibat pelayanan
kaeTawaLa i,

Jasa pelayinan adalah jasa bagi psra pelaksana pelayanan di rumah
sakit yang ‘erdir dari jasa mianajemen, jasamedis, jasa para medis jasa
penunjang keselhatan, jasa t-naga non kesehatan, dan jasa penunjang
lainnya;

Badan peryelenigara Jamiian Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS llesehatan acalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program J iminan Kesehatan.

Tarif Indonesian-"ase Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-
CBG’s adalith besaran pemb:: yaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas keseh:tan Tingkst Lenjitan atas paket layanan vang
didasarkan kepaca pengelomjwokkan Jiagnosis penyakit.

BAB II
MAKSL'D DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tu uan penetapan pe mbagia 1 hasil penerimaan jasa pelayanan
untuk mening} atkar mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi
pegawai dalam memt! erikan pelavanan kesehatan kepada masyarakat dalam
rangka mewujuikan senyelengga aan tugas dan fungsi RSUD.



BAE I1!
SUMBIER
P INERIMAAL JASA FELAYANAN

Pasul o

(1) Penerimaan atas jasa layan:n kesenatan masyarakat yang dananya
bersumber ¢ ar k sil klaim ke rada Bodan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yvang dite: ma merupe <an su:iber Pendapatan Asli Daerah dari
Retribusi Jasa Urwum yaitu R:tribusi 2elayanan Kesehatan.

(2) Pelaksanaar keg atan Pelayean <esehatan Tingkat Lanjutan /BPJS
RSUD Katupatcn Buton Tengeh dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan ' elanja Daer: h ki mipaten Buton Tengah dengan nama
kegiatan Pel :vane n Kesehatan Tinglke: Lanjutan /BPJS RSUD.

BAE [V
PRPOE 31 PENGGU!' AAN KL, AIM PELAYANAN
Paszl ¢

Proporsi besaran «lain: pelayanan te ‘bag at-s:

a. 56% (lima pi:luh nam per se-atus <igunakan untuk jasa medis/ jasa
pelayanan a as p:layanan yai g dilacukan di RSUD Kabupaten Buton
Tengah.

b. 44% (empat pulu1 empat pe serat:s) digunakan untuk jasa sarana
pelayanan k=seh:tan tingkat lanuran di RSUD Kabupaten Buton
Tengah.

BAE V
DI sTRIUSI PEMADN FAATA'l JASA PELAYANAN

Pasal &

Jasa Pelayanan libag. sebagai be: kut :

a. Manajemen 20% (dua puluh tiga pcr seratus) dari 56% (lima puluh
enam per se atus dari jasa pe ayanat

b. Pelayanan !ledis 35%(tiga p!luh lirna per seratus) dari 56 % (lima
puluh enam perse "atus) dari j: sa pele 7anan .

c. Paramedis 4 % (e npat puluh 'ma re: seratus) dari jasa pelayanan.



JENERIMAA

(1) Penerimaa atrs jasa lays
bersumbe: dari 1asil klaim -
(BPJS) yar g dit :'rima meruy
Retribusi « asa L mum yaitu

(2) Pelaksanai n kegiatan Pela;
RSUD K:bupz:en Buton
Pendapata » dar Belanja Da:
kegiatan P laya: an Kesehat:

Pl i{OPC RSI PENGGI

Proporsi besarz 11 kla: n pelayanan

a. 56% (lima pulu! enam per
pelayanan atas oselayanan
Tengah.

b. 44% (empet pu uh empat
pelayanan keseatan tingh
Tengah.

DISTF IBUSI PEM.!

Jasa Pelayanan dib gi sebagai I:
a. Manajeme : 207> (dua pulu
enam per : 2ratL s} dari jasa |
b. Pelayanan Med s 35%f(tiga
puluh ena n per seratus) dari
c. Paramedis 45% empat pulu:

BAI3 T
SUMIER

NJASA PELAYANAN

Pasa 3

ian ke:ehatan masyarakat vang dananya
epada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial
akar: siimber Pendapatan Asli Daerah dari
letrinusi Pelayanan Kesehatan.
anan -esehatan Tingkat Lanjutan /BPJS
Tenge 1 dianggarkan dalam Anggaran
rah ka upaten Buton Tengah dengan nama
n Tingtat Lanjutan /BPJS RSUD.

BAI3 IV

NAAN {LAIM PELAYANAN
Pasal 4

erbeg) «tas:

seratus, digunakan untuk jasa medis/ jasa
vang dilikukan di RSUD Kabupaten Buton

cer seratus) digunakan untuk jasa sarana

it lan atan di RSUD Kabupaten Buton

BAB 7
NFAAT AN JASA PELAYANAN

Pazal 5

arikut

1 tiga per seratus) dari 56% (lima puluh
elaycn: n.

suluti 'ima per seratus) dari 56 % (lima
jase pe ayanan .

tlimez. per seratus) dari jasa pelayanan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati in: mulai berleku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or.ing nengetahuiny 1, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatainya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Tengah

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal |2 /{}y@sws 20O

BUPATI BUTON TENGAH,

AMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal |2, A jus{u,s 2040

LEMBARAN DAERA KAIJUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2020 NOMOCR



